
Menimbang

SALINAN

BUPATI I.ANGKAT
PROVINSI SUMATERA I.ITARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR S TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 372 Tahun 2025 Tanggal 22 Desember 2025 tentang
Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025
Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah;

b. bahwa Pemerintah Daerah dalam menganggarkan pendapatan
dan belanja yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah
dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2025 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Pada
huruf E. Pen5rusunan Perubahan APBD, Angka 1. Dasar
Perubahan APBD, huruf i. "Pergeseran anggaran yang tidak
menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau
sesudah perubahan APBD, pergeseran antar objek dalam jenis
yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, dan
antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama,
dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada SIPD-RI, untuk
selanjutnya dilakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran
APBD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun
2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
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4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor I Tal:lun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 6 Ta}lun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6854);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Langkat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6934);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wiiayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten
Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli
Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3322);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 10 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 20 19 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 6402); \.ht2
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2077 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 lentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 ter.tar-.g Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negaran Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6883);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2 lentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2O2l tentang
Tata Cara Evaiuasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 ler.tang
Pedoman Penlnrsunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nornor 727J;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2O2l
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 58);
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27. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun
2026 tentaflg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat
Nomor 1 1 3);

28. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat
Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2026 Nomor 1);

MtrMUTUSKAN:

Menetapkan

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita
Daerah Kabupaten Langkat Ta}:.un 2026 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 semula
berjumlah sebesar Rp.2.185.835.604.454,- bertambah Rp.82.935.777.780,-
sehingga menjadi Rp.2.268.77 1 .382.234 ,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semula Rp. 2. 195.085.604.454,OO

Rp. 42.153.236.7aO,OOb. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.2.237 .238.84 t.234,OO

2. Belanja
a. Semula Rp.2. 185.835 .604.454,OO

Rp. 82.935.777.78O,OOb. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan

Rp. 2.268.7 7 1.382.234,OO
Rp. (31.532.s41.o0o,0o)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1)Semula
2) Bertambah/ (berkurang)

0,00
40.782.541.000,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 40.782.541.OOO,OO

b. Pengeluaran
1)Semula Rp.9.250.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,o0

Rp.
Rp.
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: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026.

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 9.250.000.000.00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 31.532.541.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00
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4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 3A yang
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan lainnya yang diatur
dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tettang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2026 Nomor 1), dinyatakan masih berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat

pada tanggal 3 -2- -totG
BUPATI LANGKAT,

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat

pada tanggal 3-Y-Yo/L
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

AMRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKATTAHUN 2025 NOMOR: 5

Salinan sesuai de aslinya

KEPA AG HUKUM,

ALIMAT RIGAN
PEMBINA TK.I
NIP. 19730803 200212 I OO5

ttd

)

2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

3. Perubahan pada ketentuan Lampiran II meliputi Dinas Pendidikan, Dinas
Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan, Badan Pengeiolaan Keuangan dan Asset Daerah, Badan
Pendapatan Daerah dan Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.
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